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Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagal hal di antaranya dorongan kebutuhan
ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang
mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat
interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DK Jakarta. Kebijakan
mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DK Jakarta. Dalam
implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pel akasanaan suatu
kebijakan, antaralain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran €lit.
Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pel aksanaan kebijakan Ruang
Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DK Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang
berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara
melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para
praktisi yang sering dilibatkan dalam pengel olaan ruang terbuka hijau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan
Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karenatidak ada peningkatan yang berarti luas RTH.
Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DK Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian
kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi

pel aksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih
minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum
adatindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga
masi h terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan
golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara
lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementaraitu, faktor-faktor yang
menjadi penghambat dalam pel aksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi
DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional |apangan, pembibitan, |lambatnya pengembangan
ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, aih fungs taman, menurunnya kedisiplinan
masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosia masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan
substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak
mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah
direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program
pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun
sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus
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ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara
proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provins DK
Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak
memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pel aksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
<hr>The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of whichis
to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery
isalso ageneral facilitator which consists of many functions of the living environment that could
accommodates the needs of socia interactions. Sports and recreational activities. Especially for DK KT
Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department
Provincei DK Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human
resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the
matter, our main aim isto evaluate skills of open space greenery by DPP DK Jakarta, and to study the
obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has
been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants,
exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DK Jakarta and others.

Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakartato date
hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to
date, the largeness of open space greenery DK Jakarta is about 9%, and there's along way to accomplish
OSG(RTH) targetsin RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown
encouragement. The quality and quantity of human resourceis still the main factor and at aminimal stage.
The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is
still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. Asfor
organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other
factors that has been an obstacle to implementing skillsto OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT
among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control,
undisciplined, people'srole play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and
investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting
with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so asto
enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken
immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and peopl€e's participation.
With that the provincial government DK Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it
gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed.



